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Abstrak 
Surat putusan Pengadian Tata Usaha ini berfokus dalam menganalisis kasus sengketa tanah sesuai dengan Surat Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.YK yang melibatkan Ny. SURANI/SURYANI selaku penggugat yang merasa dirugakan akibat keluarnya KTUN terkait peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11908 yang kemudian berpindah hak milik kepada seseorang bernama TUTWURI HANDAYANI pada tahun 2022, dan PTUN Yogyakarta selaku tergugat yang mengeluarkan KTUN. Penggugat mengajukan upaya banding administratif akibat KTUN yang dinilainya cacat hukum karna tidak melalui prosedur turun waris, penggugat ingin KTUN tersebut dicabut. Tujuan penelitian yaitu menganalisis unsur-unsur Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Surat Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.YK, serta menganalisis apakah KTUN tersebut terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti prosedur administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada data melalui isi dari surat gugatan diatas. 
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Abstract 
This Administrative Court decision focuses on analysing a land dispute case in accordance with Decision Number 19/G/2023/PTUN. The case involves Mrs. SURANI/SURYANI as the plaintiff, who feels aggrieved by the issuance of the KTUN related to the transfer of Ownership Certificate (SHM) Number 11908, which was then transferred to a person named TUTWURI HANDAYANI in 2022, and the Yogyakarta Administrative Court as the defendant that issued the KTUN. The plaintiff filed an administrative appeal because she considered the KTUN to be legally flawed as it did not go through the inheritance procedure, and she wanted the KTUN to be revoked. The purpose of this study is to analyse the elements of 
Administrative Court Procedure Law contained in Decision Letter Number 19/G/2023/PTUN.YK, as well as to analyse whether the KTUN is proven to comply with applicable legal provisions, such as administrative procedures. The research method used is a qualitative research method that focuses on data through the contents of the above lawsuit.  
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LATAR BELAKANG 
Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu aspek penting dalam bidang pertanahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Proses pendaftaran peralihan hak harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria[footnoteRef:1] dan peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997[footnoteRef:2]. Selain itu, pendaftaran tanah harus mengikuti prosedur administrasi yang valid dan memperoleh pencatatan yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).  [1:  Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960 ]  [2:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997 3 PDB Law Firm. (2020). Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah. Diakses dari https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenisperalihan-hak-atas-tanah/ ] 

 
Dalam praktiknya, peralihan hak bisa berlangsung melalui berbagai cara, seperti jual beli, pewarisan, hibah, atau waris3. Peralihan hak yang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan akan mendapatkan kekuatan hukum yang kuat, termasuk penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sering muncul, termasuk ketidakcocokan data administrasi, sengketa antara pihak, dan dugaan pelanggaran prosedur yang dapat menyebabkan batal atau cacat hukum pada proses peralihan hak tersebut[footnoteRef:3].  [3:  Rumah Jogja Indonesia. (2014). Syarat Peralihan Hak Jual Beli, Warisan, dan Hibah. Diakses dari http://www.rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/syarat-peralihan-hak-jual-beli-warisan-dan-hibah.html ] 

 
Perkara yang diangkat dalam dokumen ini berkaitan dengan sengketa terhadap pencatatan peralihan hak atas tanah yang terletak di Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, yang dilakukan pada saat pemilik tanah, Nyonya Surani/Suryani, dinyatakan telah meninggal dunia. Sengketa muncul karena adanya dugaan cacat administrasi dan ketidakwajaran dalam proses pencatatan peralihan hak dari almarhumah ke pihak lain, yang kemudian menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
 
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan proses pencatatan peralihan hak, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, serta perlunya perlakuan adil dan mekanisme peninjauan terhadap keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen dan putusan pengadilan ini menjadi penting untuk mengkaji aspek legalitas, prosedural, serta aspek keadilan dalam proses peralihan hak tanah. 
Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pencatatan peralihan hak atas 
 
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11908 di Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang terdaftar atas nama Nyonya SURANI/SURYANI dengan luas 229 m². Berdasarkan data administrasi, hak tersebut pertama kali diterbitkan atas nama SURANI/SURYANI pada 5 Desember 2019 berdasarkan Surat Ukur No. 02481/Sardonoharjo/2019 tanggal 13 November 2019, dan kemudian dilakukan proses peralihan hak dari atas nama SURANI/SURYANI ke atas nama TUTWURI HANDAYANI melalui Akta Jual Beli No. 52/2022 pada 28 Juli 2022 di hadapan PPAT Sri Peny Nugrohowati[footnoteRef:4].  [4:  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2024). Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN. Diakses dari https://ptunjakarta.go.id/page/sengketa-tun 
 ] 

 
Namun, proses peralihan hak tersebut menimbulkan sengketa karena penggugat menilai bahwa pihak pemilik sebelumnya, SURANI/SURYANI, telah meninggal dunia sebelum proses jual beli dilakukan secara resmi dan administrasi yang sah. Dalam hal ini, penggugat berargumen bahwa peralihan hak tersebut cacat administrasi karena dilakukan tanpa melalui prosedur turun waris yang sah dan tanpa pengesahan sebagai ahli waris resmi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, penggugat menganggap bahwa proses tersebut tidak memenuhi syarat secara hukum, sehingga peralihan hak tersebut cacat dan tidak sah. 
 
Selain itu, dalam proses pencatatan tersebut, dilakukan perubahan nama dari SURANI/SURYANI ke TUTWURI HANDAYANI melalui pencatatan administrasi oleh Kantor Pertanahan, yang oleh penggugat dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku karena seharusnya proses peralihan dilakukan setelah adanya surat keterangan turun waris yang sah dan prosedur administrasi yang benar, termasuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dan administrasi pemerintahan. 
 
Penggugat kemudian mengajukan keberatan dan banding administratif terhadap keputusan tersebut ke instansi terkait, namun keberatan dan banding tersebut ditolak oleh Tergugat. Menurut Tergugat, proses pencatatan peralihan hak tersebut telah memenuhi ketentuan administratif dan prosedur yang berlaku, serta telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Atas dasar tersebut, penggugat merasa bahwa keputusan administratif yang mengesahkan peralihan hak tersebut merupakan cacat hukum dan administrasi, serta merugikan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke PTUN untuk 
 
membatalkan KTUN tersebut dan memulihkan status hak atas tanah ke nama pemilik yang sesuai dengan data administrasi yang sah sebelum dilakukan pencatatan peralihan hak. 
 
RUMUSAN MASALAH 
 
1. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pencatatan peralihan hak atas tanah dan sertifikat hak milik nomor 11908/Sardonoharjo yang diterbitkan serta disahkan oleh Kantor Pertanahan memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah keputusan tersebut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik? 
2. Apakah proses peralihan hak atas tanah dari almarhum Surani/Suryani ke Tutwuri Handayani telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama mengenai kewenangan berwenang, administrasi dokumen, dan prosedur pendaftaran tanah, serta apakah adanya dugaan cacat administrasi dan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dapat membatalkan atau mempengaruhi keabsahan hak tersebut? 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka menurut unsur-unsur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hendaknya berfokus pada aspek-aspek yang merupakan dasar hukum, prosedur, dan prinsip yang berlaku dalam sengketa hukum administrasi negara, antara lain : 
1. Dasar Hukum dan Prinsip Umum 
a. Peraturan Perundang-undangan terkait 
Ketentuan mengenai perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas tanah, diatur dalam berbagai peraturan pemerintah seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 24 Tahun 2016, serta diatur pula dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara[footnoteRef:5] dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan[footnoteRef:6]  [5:  Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986 ]  [6:  Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014 ] 

 
b. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) 
Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas lain yang melandasi administrasi negara menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya keputusan pemerintah, termasuk keputusan kantor pertanahan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. 
 
 
 
2. Prosedur dan Kewenangan 
a. Prosedur Pendaftaran Hak atas Tanah 
 
Dalam proses pendaftaran hak, PPAT dan Kantor Pertanahan berwenang dan wajib menjalankan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk bukti dokumen asli, akta PPAT, dan keabsahan ahli waris jika pemilik meninggal dunia. 
 
b. Cacat Administrasi dan Prosedural dalam Penerbitan Hak 
Terbukti adanya cacat administrasi, terutama dalam hal peralihan hak melalui pewarisan tanpa bukti ahli waris yang sah, atau proses yang tidak sesuai prosedur, menjadi dasar utama atas gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara. 
 
3. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Keabsahannya 
a. Pengujian Keabsahan KTUN 
Menurut ketentuan, setiap keputusan tata usaha negara harus memenuhi ketentuan prosedur dan prinsip keadilan; jika tidak, keputusan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat digugat di PTUN. 
 
b. Objek Sengketa dan Implikasi Hukum 
Keputusan yang mengandung cacat administratif, seperti pengesahan peralihan hak yang tidak sah, berimplikasi terhadap keabsahan dokumen hak, dan dapat dinyatakan batal oleh PTUN apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip keadilan. 
 
4. Hak dan Kewenangan Pengadilan 
a. Dasar Pengajuan Gugatan 
Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004[footnoteRef:7], yang mengatur bahwa penggugat dapat menuntut agar keputusan yang tidak sesuai aturan atau cacat hukum dibatalkan.  [7:  Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004 ] 

 
b. Pengujian Pembuktian dan Asas Kepastian Hukum 
Dalam proses pengadilan, keberatan terhadap keabsahan hak atau keputusan harus didukung bukti yang sah dan memenuhi ketentuan hukum, serta mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. 
 
METODE PENULISAN 
Metode penulisan draft artikel mengenai kasus sengketa peralihan hak atas tanah di Peradilan Tata Usaha Negara harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana menggunakan metode kualitatif, berfokus pada isi surat putusan tersebut, yaitu mulai dari gugatan hingga mengadili gugatan tersebut dan analisis mendalam terhadap data-data yang ada dan telah dicantumkan. 
 
 
ANALISIS DATA 
Pada awalnya, proses peralihan hak atas tanah nomor 11908/Sardonoharjo dari almarhum Surani/Suryani ke Tutwuri Handayani dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2022 oleh PPAT Sri Peny Nugrohowati, S.H. sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Data administrasi yang ada menyebutkan bahwa proses ini diajukan dengan memenuhi persyaratan formal, termasuk adanya surat permohonan yang lengkap dan dokumen pendukung lainnya. Namun, permasalahan timbul terkait status pemilik hak sebelumnya, yaitu SURANI/SURYANI, yang diketahui telah meninggal dunia sebelum proses peralihan dilakukan. 
Setelah proses tersebut, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak milik nomor 11908, dan kemudian mengeksekusi pencatatan peralihan tersebut ke atas nama Tutwuri Handayani. Akan tetapi, berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak karena Pewarisan, proses peralihan hak tersebut harus melalui tahapan pengalihan hak yang sah dari ahli waris yang ditunjuk dan memenuhi prosedur tertentu. Sayangnya, berdasarkan dokumen, tidak terlihat adanya proses resmi pengalihan hak waris dari SURANI/SURYANI ke Tutwuri Handayani, melainkan langsung dilakukan pencatatan atas nama yang baru tanpa melalui prosedur pewarisan yang benar. 
Selanjutnya, terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengenai pencatatan tersebut, terdapat keraguan apakah keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai peraturan yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa KTUN tersebut tidak memenuhi ketentuan substansi dan prosedural, karena proses pengalihan hak tersebut dilakukan tanpa memenuhi ketentuan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam regulasi perundangundangan. Bahkan, jika proses tersebut dilakukan saat pemilik hak, yakni SURANI/SURYANI, telah meninggal dunia, prosedur pewarisan harus dilakukan terlebih dahulu agar peralihan tersebut memenuhi aspek legal dan administratif. 
Selain itu, dari perspektif asas pemerintahan yang baik, keputusan tersebut cenderung melanggar prinsip transparansi dan keadilan, sebab dilakukan tanpa memperhatikan status legal pemilik sebelumnya dan tidak mengikuti prosedur yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan cacat prosedur yang dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa KTUN tersebut tidak sah dan mengandung cacat hukum yang signifikan. 
Mengenai aspek legalitas proses peralihan hak, analisis mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah cacat administratif dan prosedur yang berimplikasi pada keabsahan hak tersebut. Proses pengalihan hak tanah dari almarhum SURANI/SURYANI ke Tutwuri Handayani harus melalui proses yang diatur secara spesifik dalam peraturan, termasuk pengesahan dari ahli waris yang sah dan prosedur administratif tertentu sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 42 PP 24/1997. Jika tidak, maka proses tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat hukum, dan hak atas tanah yang dikeluarkan berdasarkan proses yang cacat tersebut bisa dipastikan tidak sah atau dapat digugat ke pengadilan untuk batal demi hukum. 
 
 Secara ringkas, analisis menunjukkan bahwa :
1. KTUN yang berkaitan dengan pencatatan hak atas tanah nomor 11908/Sardonoharjo dan pengesahan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dasar hukum dan prosedural, serta tidak mengikuti prinsip asas pemerintahan yang baik, karena berpotensi dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan tanpa memperhatikan status hukum pemilik sebelumnya. 
2. Proses peralihan hak dari almarhum SURANI/SURYANI ke Tutwuri Handayani, yang dilakukan tanpa melalui proses pewarisan yang sah dan prosedur administratif yang ketat, menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hak tersebut. Jika proses tersebut cacat, hak yang diperoleh pihak baru dapat dibatalkan atau perlu diproses ulang mengikuti ketentuan yang benar dan sah secara hukum. 
Penilaian ini menegaskan pentingnya mengikuti prosedur formal dan substansi hukum dalam pendaftaran dan pencatatan hak atas tanah agar status hak tersebut benar-benar berlaku secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi pemerintahan. 
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